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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas
penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target
kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021.
Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana
evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar memacu kinerja ke depan
lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.
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EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

> Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LkjIP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Tahun 2021 yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari
sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam
Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.



Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan

dalam rencana strategis.

> “Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 telah menetapkan

1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran.

Keempat sasaran tersebut

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN NO URAIAN TARGET | REALISASI %
Tujuan : 1 Indeks 70,97 73,03 102,90
Meningkatnya Pemberdayaan
Pemberdayaan Gender (IDG)
Perempuan
1 Meningkatnya 1 Indek 0,94 0,97 103,19
kualitas Pengarusutamaan
kesetaraan Gender (PUG)
gender, 2 Indek Perlindungan 71,80 72,25% 100,62
perlindungan Anak (IPA)
perempuan dan
anak
2 Meningkatnya 3 Persentase 100% 100% 100
Pengelolaan Lembaga yang
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa Timur
3 Meningkatnya 4 Angka Kelahiran 1,91 2,21 84,29
Pengendalian Total (Total Fertility
Penduduk dan Rate/TFR) per WUS
Kesejahteraan usia 15-49 Tahun
Keluarga
4 Meningkatnya 5 Nilai Evaluasi 82,23 82,16 99,91
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja SAKIP
Perangkat
Daerah




> Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur :
Ikthtisar pencapaian sasaran tahun 2021 sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang mendukung
kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan
strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro-
gender). Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
didukung 14 (empat belas) program yaitu :
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan;

Program Perlindungan Perempuan;

Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Program Perlindungan Khusus Anak;

Program Pendaftaran Penduduk;

Program Pencatatan Sipil;
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Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

[
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. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
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. Program Pengendalian Penduduk;
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. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

—
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. Program  Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera(KS);



>

14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

Mengukur  kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur;

Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan
datang;

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
datang;

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk atas dasar
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III pasal 3
poin 9 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :

a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

¢. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Kantor DP3AK Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Jagir Wonokromo
No. 358, Surabaya, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonocolo, Kota
Surabaya.

Dalam melaksanakan 3 urusan, DP3AK Provinsi Jawa Timur
dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5
(lima) Bidang vyaitu : (1) Bidang Kesetaraan Gender; (2) Bidang
Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; (3) Bidang Pemberdayaan
dan Perlindungan Perempuan; (4) Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; serta (5) Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 /
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019)

DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL l ‘ ‘

SUBBAGAN SUB BAGAN SUB BAGIAN
TATA USAHA PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN
DAN ANGGARAN
I I I I I
BDANG BDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KESET ARAAN GENDER PERLINDUNGAN DAN PENBERDATAAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUE, KEPENDUDUKAN DAN
TUMBUH KEMBANG ANAK PERLNDUNGAN PE REMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PENCATATANSPIL
KET AHANAN KELUARGA
] = | [ I I
seks!
SEksl SEks! Y &l :
| PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAVARNPEREMPUAN | || PENGENDALANPENDUDUK | i— Pst\lﬁsg;g:: :Tmmk
KELEMBAGA AN GENDER BIDANG EKONOMY D2N
LNGKLNGAN
SESI
SESI i &S = PENGELOLAAN INFORMAS
KESETARAZN GENDER (TURA UL KEME AN SR PEMBERDAVASN FEREMPUAN | || IELUARGA BERENCANA DAN et
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG POUTIK, SOSIAL DAN KESEHATAN REPROCUKSI
ki seks! E: - il [ ]
L | oama oAN WRORMASI L | pencusran keLvEacaan | ] PERLINDUNGAN PEREMPUAN KETAHANAN KELUARGA PERKEMBANGAN "ENO LK
GENDER HAK ANAK
—_—
[Uan]

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan

bahwa :

Sekretariat, membawahi 3 sub bagian yaitu

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan

3) Sub Bagian Keuangan.
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Bidang Kesetaraan Gender membawabhi :
1) Seksi Penguatan Kelembagaan Gender;
2) Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan

3) Seksi Data dan Informasi Gender.

Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi :
1) Seksi Perlindungan Anak;
2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
3) Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,
membawahi :
1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan
Lingkungan;
2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan
Budaya; dan

3) Seksi Perlindungan Perempuan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Ketahanan Keluarga, membawahi :

1) Seksi Pengendalian Penduduk;

2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan

3) Seksi Ketahanan Keluarga.
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Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; dan

3) Seksi Perkembangan Penduduk.

TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta
tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :
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a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah
dimasa yang akan dating. Eksistensi sebuah institusi bergantung
sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon
isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.
Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal
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maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan Gender (gender equality) di Jawa Timur

2. Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas
Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya
percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak
Anak

3. Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta
Masyarakat

4. Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan
Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan

5. Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada
Usia Anak

6. Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
dan Lembaga Publik Lainnya

7. Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku
Ekonomi Sektor Informal

8. Pemantapan database Kependudukan yang Menjadi Kewenangan
Provinsi secara Berkelanjutan

9. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 202/ §
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CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran
keterhubungan antara RPIJMD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra
DP3AK Provinsi Jawa Timur, serta tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi bagi pejabat
eselon yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Dan Kependudukan yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024 dengan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024
DP3AK Provinsi Jawa Timur

RPJMD |
PERUBAHAN
PEMERINTAH

PROVINS
JAWA TIMUR
TAHUN -
2019-2024

RENSTRA
PERUBAHAN
DP3AK
PROVINSI
JAWA TIMUR
TAHUN
2019-2024
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ESELON
2

ESELON

CASCADING KINERJA PER SASARAN

| I ESELON 4 |

PELAKSANA

bard (", i
Program Pengar Gender dan yaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data )
IK: Persentase Capaian Kinerja PUG Gender dan Anak
IK : Persentase kelembagaan
& @ daerah yang responsif gender )
Pelemt Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi 4 L
IK : Persentase Kelembagaan PUG Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan
Anak dalam é Data di
re 5 % Tingkat Daerah Provinsi
& Program Peningkatan Kualitas ) IK : Jumlah Perangkat Daerah
Kaluarg_z_a_ mempunyai Data Terpilah ;
IK ; Capaian Indikator Kualitas Jumlah Kab/Kota yang
Keluarga ) punyai sistem
! ! data terpilah gender dan anak
Peningkatan Kualitas Keuarga G
dalam Mewujudkan Kesetaraan
‘Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
1K : Jumlah PD yang melakukan
kegiatan PPRG tematik
dan sinkronisasi dvokasi kebijakan dal ingan ™\ . )
= 1k PUG t“z ,'1 asuk  PPRG Penyediaan Data Gender dan Anak
PUG kewenlumlah PUG B Prwnsl .
Prov yang telah dihasilkan angan K Jumiah pertemuan  advokasi K tlumlll:l': GPDGZN;E mem:ikl data
Provinsi pelaksanaan  PUG  kepada o e T SR
IK @ Jumlah fasilitasi pertemuan il TS Bata)
dalam rangka koordinasi dan pemerintahan  dan  lembaga Gen:sajr da"n A d Han:
sinkronisasi perumusan diluar pemerintahan Kalembiagaai data Provinst
Keha | piotupana ey (FHlG: I I Ao Dot Gerier
PD Provinsi dan /! i %
UG N\ dan Anak yang terisi
Koordinasi dan si[*mnismﬁ termasuk PPRG termasuk kewenangan
: PUG Provinsi 4 5
Provinsi 1K @ Jumilah pertemuan dalam rangka

IK : Jumlah fasilitasi Pertemuan
dalam Rangka Pelaksanaan
PUG PD  Provinsi dan
Kab/Kota

<
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Perlindungan Anak dalam
Keluarga
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Program Pengarusutamaan Y4 Program n N gl ¢ p )
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3 Perempuan Perempuan
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politik
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Pendampingan Peningkatan aplikasi pemberdayaan dan Advokasi Kebljakan dan )
Partisipasi Perempuan dalam Politik, perlindungan perempuan yang Pendampingan Layanan
Hukum, Soslal,_ _dan dil i d P puan
Kewlfningan Provinsi . P % e Kewenangan Provinsi
Ko dumian ;senat = \ IK: fumish dokumen kebijakan
perempuan yang memahami peran Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
perempuan di bidang politik; Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi G
~ IK : Jumlah peserta yang mengikuti
i i \ partisipasi  peremp di
Informasi  dan  Edukasi  (KIE) bidang ekonomi; Jumlah peserta yang
Pemberdayaan Perempuan mengikuti peningkatan SDM bagi anggota
Kewenangan Provinsi forum puspa Kab/Kota
1K : Jumlah Dokumen Juknis PUSPA; ; Jumlah perempuan yang mengikuti
Brosur/leaflet tentang kegiatan peningkatan partisipasi
e g, Bk 8 peremp bidang  ekonomi  dan
Panduan Sé:gll:::{ Buku q;:: ; Asmahopiiasl pemberuayeon
Pemberdayaan dan Per f"" Elndinken{pRDEan Sang
Perempuan; Buku Kumpulan
tentang y ! !
dan Perlindungan Perempuan
PELAKSANA
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ESELON
2

aYd
ESELON Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
3 IK : Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota IK : Persentase Forum Anak yang aktif di
\ | Kab/Kota )
Pelemb a PHA pada em ga Pemerintah, angm)tmthznpengﬂnbangmlerr;a@ B — n terhadap Anakyang
Nunmmenmmﬂu‘ma_llmha)({ ve ..ajl an F : u ‘x Melib: para Pihak Lingkup D
Provinsi fﬁdtp.&mkl(mm@nl‘mmm st b i Do Kota
IK:JunﬂabPaaflgkaFDaerﬁ:meyang IK : Cakupan Kab/Kofa yang membentuk || - J Anak K e
TR A G RO ALK mendapatkan Layanan Pengaduan oleh
Jumlzh Kab/Kota yang sudah mempunyai Sk Petugas terlatih di Dalam  Unit
Gy, dan RAD Pel i i
Advokasi bijak dan =) layanan Kualitzs‘ { }
i P J Peny P - - - "
ESELON Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Hidup Anak Kewenangan Provinsi M"‘ kaaan[‘::[?;h“ ::;ramped':am‘]wﬂ
4 F intah, Non F Media dan Dunia || IK: Julr_lish Peserta Penngaf:n Hari Anak Pt RS e
Usaha Kewenangan Provinsi nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur Kewenangan Provinsi
IK: Jumiah fasiitasi kegiatan pada Kluster I Tahun 2021 IK : lumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan
dan IV " X Pidana Anak (SPPA); Jumlah Peserta
F Komunikasi Infnrmasm Advokasi Sistem Perfindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelemb Edukasi F Hak Anak bagi Lembaga
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi penyedia layanan peningkatan kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pencephaﬁ
IK: Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi || hidup anak kewenangan provinsi Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
pada Penilaian Verifikasi Lapangan IK : Jumlah peserta pertemuan Forum Anak Provinsi
Evaluasi KLA; Jumiah Peserta Pertemuan Daerah se Jawa Timur; Jumlah peserta IK : Jumlah peserta rapat pembahasan
dinasi dampingan iap Bimtek Pelatihan  fasilitator  Anak petunjuk teknis perlindungan anak,
Verifikasi  Lapangan  Evaluasi  KLA Kabupaten/Kota se Jawa Timur Jumiah peserta penguatan kapasitas
Kabupaten/Kota; Jumlah Peserta Rapat jejaring perlindungan anak
Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat
Provinsi {}
o« ™ 'Vl .
|| PELAKSANA
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ESELON
| >

ESELON Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Informasi Program Pengelolaan profil
3 K: 1. KT il Administrasi Kependudukan Kependudukan
2. Kartu Identitas Anak(KIA) IK : Jumlah data yang akurat (Database IK: Jumiahlembaga yg PKS
Kependudukan Bersih berdasar dan memanfaatkan data
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan \ Semester) J profil kependudukan Jatim )
IK: Jumiah o i L Dat <5
tepat waktu; Jumlah {}
/k akte Penata: ¢ i i
k;&ﬁun Kependudukan fiaan profil Kependudukan
IK: Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan 1K : Profil Kependudukan Prov. Jatim yg
Adminduknya terkonsolidasi dan valid dan update
IK: _Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP. Big
dan Penunggalan NIK sesuai Standar
K K ot Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
) i Administrasi Kependudukan Provinsi
izt IK: Jumlah  Kab/Kota yang sudah
mendapatkan Bimbingan Teknik ADB;
Program Pencatatan sipil Jumiah buku data kependudukan per
IK : Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak semester dan buletik kependudukan
usia 0-17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta
kematian dari peristiwa kematian yang  dilaporkan; =
Persentase  cakupan buku  nikah/: 1nf g
n.erkawman pada semua pasangan yang P i
ceraian da  semua m::: a cmaia:r‘\“: IKsSimiah iy Monkoirg | dsnoVCevaliad
s s AR ERSE 2 Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan
porkan
vg telah
SN2 BIGData
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
IK: k /K telah
v Sipil 1K+
kependudukan sesuai standar
K: yang )y Sipil sesuai standar
i Sipil
1K : Jumlah Kab/K Penyelengga Sipil
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang )| Peny tata cara ) data provinsi. )
sipil evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk K
1. Jumlah data registrasi dari Kab/Kota

IK:

Jumlah Kab/Kota yang telah

1K Jumiah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SOM dan SOP

2.Jumlah peserta peningkatan SDM dalam

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
IK: Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang
Pencatatan Sipil Kab/Kota

K2 Juml

Lembaga dsn Lembaga Non Pemerintah

lah Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD,

K :

dan
Jumlah Kab/Kota yang telah
Sipil F i

dan terkait  Pengel Informasi )

IK: Jumiah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data

IK: Jumlah

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil

Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi )

IK: Jumiah peserta Peningkatan SOM  Bimbingan Tems
Informasi

| | PELAKSANA
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Pendayagunaan Data Kependudukan_kab./kota

kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil
2 # weungr:-: :::-ln uﬁm Administrasi Kependudukan rangka | Pengembangan  Penyelarasan
Penataan Tata Kelola Sipil Tata Caca, Peogs ;’:f%'“m ot 3
Skala Provinsi bersifat Data Perseorangan, data w dan Data Pribad ot
1K: Jumlah Kab./Kota yang telah sop profil Data dan
Pelayanan Pencatatan Sipil IK : Jumish peserta Pembinaan SOM penyusunan SOP, program proyeksi Kependudukan Serta kebutuhan yang
kerja, i evaluasi  dan gelol Data lain
Tata Cara IK:
Evaluasi, dan Fasilitasi  terkait  pengelolaan  informasi  Administrasi 1.Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan
i terkait yang telah disusun
Sipil L3 :m’""""' f“”l‘;‘*‘ yang tedfasiltasi terkait Pengelolaan || 5 jmiah Profil yang telah diinventarisir dari
IK: Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan Kab/Kota
SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa || Sosiafisasi = terkait efckrnish I
b kependudukan
IK : Jumiah Kab/Kota yang tersosialisasi terkalt Pengelolaan
Fasilitasi terkait Pencatatan Slpﬂ |
IK: i Fasilitasi, A —
Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi || danmasyarakat B eSS PR e
Pencatatan Sipil Kab/Kota 1Kz
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ESELON 2

r ™\
Program Pengendalian Penduduk A Program P i dan Peningk
ESELON 3 IK: Persentzse  KabfKota yang sudah || IK: PasamKahmmeCPﬂmaiebm besar N Keluarga (KS)
: Program i sama dengan 80% IK: Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama
\__Penduduk J v \_dengenB0% J
V i b Desain Program, Pengelola -‘.a. - — — -
Pemerintah wmdwanpammm Edukasi(K1E) Pengendalian Penducuk dan Keluarga | | Keluara Melalui i
prmmmmmmm Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya | I:ikei . ey ""”’Q F‘: )
B e B e G [E: erseatme KohfEis vane OKR{dan St vt
lxmxmmmnmm ¢ Mnddmbamm:ﬁm L e S
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Pesantren ot i I Organisasi
4 92 T e
5 Hemhammmﬁﬁﬂi Pembinaan Ketzhanan dan
" dan Penyediaan Materi dan ‘Sarana "\
ESELON | | Pemerosan ebiatan Pembargnn Daean ™\ | 00000, K0 P00 0 01 S0 00 Kt KEnp s
4 Provinsi  terhadap @ Keluarga b A [mmmmmmmmﬁmmv}
: - Penduduk, Keluarga Berencana dan diberdayakan di bidang KS
S e merghus tegnan Keluarga Sesuai earifan Budaya Lokal L2
monforng dan evaluest (Monev) PENRBKGIEN | .y, pesert yarg memahai materi dan saran
peran serhl.; : k]:rh;a Wmﬁ promosi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Peningkaten Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Piet Informat)
hgm:annmn::bm"?&n Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan || onseling-Remaja (PIK-H)
pengembangan program KKBPK P‘;‘;j";*‘w M‘"‘“"""‘F sesuai Kearifan Budaya || i jumlah Pengebla dan Pelaksana Pusat Informas Konseling
Advphs‘dms_miakasi_ﬁm - {} Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi mmm\
IK : Jumlah peserta yang mengkuti Advokasi dan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melslui Bina
Sosialisasi mP&Mhmm Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BXR), Bina
mengikuti Advokasi tentang Sekolah Siaga Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
Kependudukan (S5K) ngmmmwm
{} kapasitasnya  dalam Pengelolaan Program Ketahanan
xem@mmmmummmmmnn@
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS] dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
i
PELAKSANA
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PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam

masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

menangani 3 urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses

bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun proses bisnis untuk

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

m KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, KUALITAS KELUARGA |

teverr

Peningkatan Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

v

Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Kualitas
Keluarga

Peningkatan Perlindungan
Anak dan Pemenuhan Hak

Anak

LEVELZ LEVELZ
v l
Penyediaan Penyediaai Penguatan
Pemberday layanan Peningkata Iav:nan Kelembaga
Penguatan aan dan n Kualitas Pencegaha V: an PHA
Pencegaha dan
Kelembaga || perempuan || Pengelolaa penguatan keluarga n dan
= n 5 penguatan
an di bid n Sistem Lembaga mewujudka Kekerasan lembaga
Kekerasan Lembaga i
Pengarusut Politik, Data Gende penyedia n terhadap o penyedia
terhadap penyedia
amaan Hukum, dan Anak layanan Kesetaraan Anak layanan
% Perempuan = layanan 3
Gender Sosial, perlindung Gender dan aci=hak peningkata
Ekonomi Hak Anak & n kualitas
hidup anak

MANAJEMEN RESI|

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH
Anak-anak sering menjadi korban
kekerasan fisik dan non fisik
Kurangnya koordinasi dalam

penanganan kekerasan terhadap anak
Belum seluruh Kab/Kota memiliki UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak

Belum terintegrasi perlindungam anak

UPAYA YANG DILAKUKAN

Penyusunan RKA  yang dilampiri
dengan dokumen Perencanaan dan

i MASALAH

-

g::zapp:g::::;m aa':f:;:’;::m" = Perempuan sel_'lng menjadi korban
v Nissh ada hadl el e fisik dan non fisik

belum responsive gender = Perempuan dianggap kaum yang
= Rendahnya keterwakilan perempuan lemah

di parlemen = Kurangnya koordinasi dalam
= Masih rendahnya partisipasi penanganan  kekerasan  terhadap

perempuan di bidang politik, sosial perempuan

dan budaya, = Banyaknya pelaku kekerasan yang
= Masih rendahnya partisipasi berasal dari keluarga terdekat

perempuan di bidang ekonomi dan

lingkungan
= Belum semua Perangkat Daerah

7 2 UPAYA YANG DILAKUKAN
mempunyai data terpilah gender . ¥ U KDRT
UPAYA YANG DILAKUKAN dan manfaat UPT terhadap korban

= Dengan bidang ' dan tindak pidana

PUG dan pendampingan PPRG kepada perdagangan orang

OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota = Terbentuknya UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak di Provinsi
Jatim sesuai Pergun No. 1 Tahun 2021

yang if Gender
Pelatihan dan Bimbingan untuk
menigkatkan partisipasi perempuan
dalam bidang politik, social, budaya,
ekonomi dan lingkungan

Soslalisasi, Advokasi, Pelatihan dan KIE
terkait peningkatan partisipasi
perempuan di bid poltik, hukum,
sosial, ekonomi

Sosialisasi penginputan Aplikasi SIGA
bagi OPD yang mempunyal Data
Gender dan Anak
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Peny layanan  pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban
kekerasan, serta layanan lainnya.

gop uu
kekerasan dan manfaat UPT terhadap
korban kekerasan dan tindak pidana
perdagangan orang

Percpatan pembentukan UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak di
Kab/Kota se Jatim

Penyediaan  layanan  pengaduan
masyarakat bagi anak korban
kekerasan, serta layanan lainnya
Melakukan penguatan forum anak

F 1 peran p P dan
keluarga  dalam pencegahan

kekerasan
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2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

J, = ¢

Pemberdayaan dan ;
Peningkatan Keluarga Pellg_m;an Pengendalian
Sejahtera

o mm

Peningk Pemaduan dan Advokasi dan
usia pernikahan Kualitas Sinkronisasi Sosialisasi
Tribina dan Daersh

Pendidikan
Kependudukan

MANAJEMEN RESIKO MANAJEMEN RESIKO

MASALAH MASALAH
* Tingginya angka pernikahan anak * Program Pengendalian Penduduk
* Masih tingginya pemehaman tentang KB, bahwa KB selalu untuk belum menjadi prioritas dalam
perempuan kebijakan ~ pembangunan  di
Kab/kota
UPAYA YANG DILAKUKAN UPAYA YANG DILAKUKAN
* Meningkatkan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja * Mendorong dan mengadvokasi
dan juga sosialisasi KB pada kaum pria kab/kota untuk melaksanakan
* Memberikan edukasi dan informasi kepada remaja tentang kesehatan Percepatan Program Pengendalian
reproduksi dan meningkatkan pembinaan terhadap keluarga Penduduk
Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 15
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3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

m PENINGKATAN KUALITAS DATABASE KEPENDUDUKAN I

Peningkatan Administrasi Kependudukan

LEVEL 2

Penyediaan database kependudukan
secara akurat dan terpadu Pemanfaatan Database Kependudukan
=
| | !

Pengembangan SIAK et L Pemanfataan data dan
T#g?mggan;iohm BEL el dokumen kependudukan
Informasi Kependudukan penciBa s
MANAJEMEN RESIKO MANAJEMEN RESIKO

MASALAH MASALAH

* Kurangnya SDM Pengelola SIAK
* Masyarakat masih banyak vyang belum memahami tentang
kepengurusan dokumen dan manfaatnya

pemerintah yang
memanfaatkan

UPAYA YANG DILAKUKAN

* Bimtek ADB (Administrator Data Base) Pengelola SIAK di Kab/Kota
* Meningkatkan sosialisasi tentang pelayanan pendaftaran penduduk
dan pelayanan pencatatan sipil

UPAYA YANG DILAKUKAN

data kependudukan

* Masih banyak OPD, lembaga
pemerintah dan lembaga non

L _kependuduken |

= Meningkatkan sosialisasi, koordinasi
dan fasilitasi terkait pemanfaatan

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021
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RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI
Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP

Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2021, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Secara umum DP3AK Provinsi Jawa Timur telah menerapkan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai
pelaksanaan dari manajemen kinerja;

2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai
sasaran dan indikator kinerja keseluruh ASN di semua level. Hal
yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan
yan mengindikasikan tercapainya kinerja;

3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas
Perjanjian Kinerja yang telah disusun;

4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu budaya
kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara

merata pada seluruh instansi.

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 7
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 tertuang
dalam Renstra Perubahan tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu)
tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta
untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan
melaporkannnya dalam LKjIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-
2024
Pada Tahun 2021, DP3AK Provinsi Jawa Timur melaksanakan 1 (satu)
Tujuan dan 4 (empat) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam
Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan,

Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini.

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Vi
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Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Satuan Realisasi Target
Sasaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Indeks 73,04 73,03 70,97 71,37 71,77 72,17
Pemberdayaan Gender (IDG)
Perempuan
Meningkatnya Indeks Indeks - 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97
kualitas kesetaraan Pengarusutamaan
gender, perlindungan | Gender (PUG)
perempuan dan anak
Indeks Perlindungan Indeks 71,80 72,25 71,80 71,80 71,85 71,90
Anak (IPA)
Meningkatnya Persentase Lembaga Persen - 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan yang memanfaatkan
Administrasi Profil Kependudukan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya Angka Kelahiran Total Persen 2,28 2,29 1,91 1,89 1,86 1,83
Pengendalian (Total Fertility
Penduduk dan Rate/TFR) per WUS
Kesejahteraan usia 15-49 Tahun
Keluarga
Meningkatnya Nilai Evaluasi - 81,30 82,15 82,23 82,31 82,39 82,47
Akuntabilitas Kinerja Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Tafun 207/
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis Tahun

2021 didukung dengan pagu anggaran P-APBD Tahun 2021 sebesar

Rp. 29.829.285.689,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan

Tahun 2021 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

DP3AK Provinsi

Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan Pagu Anggaran
Kinerja Tahun (Rp)
2021
1. Meningkatnya 1. Indeks 0,94 Program 2.660.286.705,-
kualitas Pengarusutama Pengarustamaan
kesetaraan an Gender Gender Dan
gender, (PUG) Pemberdayaan
perlindungan Perempuan
perempuan dan
anak Program Perlindungan 2.062.611.500,-
Prempuan
Program Peningkatan 28.842.000,-
Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan 517.032.000,-
Sistem Data Gender
dan Anak
2. Indeks 71,80 Program Pemenuhan 1.701.923.693,-
Perlindungan Hak Anak (PHA
Anak (IPA)

Program Perlindungan
Khusus Anak

1.395.542.431,-

2. Meningkatnya
Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan

3. Persentase
Lembaga yang
memanfaatkan
Profil
Kependudukan
Provinsi  Jawa
Timur

100%

. Program Pendaftaran

Penduduk

944.950.500,-

. Program Pencatatan

Sipil

851.907.500,-

. Program Pengelolaan

Informasi Administrasi

1.061.017.500,-

Kependudukan
. Program Pengelolaan 248.186.722,-
Profil Kependudukan
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Akuntabilitas
KInerja Perangkat
Daerah

IMplementasi
SAKIP

Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi

Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan Pagu Anggaran
Kinerja Tahun (Rp)
2021
3. Meningkatnya . Angka Kelahiran 1,91 . Program Pengendalian 499.000.000,-
Pengendalian Total (Total Penduduk
Penduduk ~ dan |  Fertility Rate/ Program Pembinaan 200.500.000,-
Kesejahteraan TFR) per WUS Kelugarga Berencana I
Keluarga usia 15-49 (KB)
Tahun
. Program 323.731.025,-
Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)
4. Meningkatnya . Nilai  Evaluasi | 82,23 . Program Penunjangan 17.333.754.113,-
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian
kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif :

Capaian = Realisasi x 100%
Target

b. Tingkat Realisasi Negatif :

Capaian = Target — (Realisasi — Target) x 100%
Target

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 7
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Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 | Lebih dari 100% Sangat Baik

2 | 75% sampai dengan 100% Baik

3 | 55% sampai 75 % Cukup

4 | Kurang dari 55% Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis

tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. Tujuan Indikator Tahun 2021
Kinerja Target | Realisasi| % Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Indeks 70,97 73,03* 102,90
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021
ditargetkan sebesar 70,97 dan realisasi tahun 2021 sebesar 73,03%,
tingkat capaian sebesar 102,90%. Data realisasi tahun 2021 masih
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menggunakan data IDG tahun 2020 yang bersumber dari BPS,
dikarenakan data tahun 2021 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan
data akan dipublikasikan pada akhir tahun 2022.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga)
komponen, yaitu :
1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan
adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang
bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah
SDGs dan RPIJMN 2019-2024 serta RPIJMD 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur  yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan
AKSES perempuan dalam dalam segala bidang pembangunan;
memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; dimudahkan
untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL
pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang
dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. Tujuan Indikator Target Realisasi
Kinerja
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Indeks 70,97 73,04 73,03 73,03*
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)
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Realisasi IDG di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar
73,04. Sedangkan pada Tahun 2020 realisasi IDG sebesar 73,03, lebih
rendah 0,01 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2019.

Tabel Komponen Pendukung IDG Jawa Timur

Tahun Keterlibatan Perempuan Sumbangan IDG
Perempuan di | Sebagai Tenaga Pendapatan
Parlemen (%) | Profesional (%)| Perempuan (%)
1 2 3 4 5
2019 18,33 48,90 35,68 73,04
2020 18,33 49,65 35,81 73,03

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019 sebesar

18,33%.

Komponen

ini tidak megalami

kenaikan maupun

penurunan pada tahun 2020. Komponen keterlibatan perempuan di
parlemen di Jawa Timur pada tahun 2020 masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,09%.

. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2019 sebesar
48,90% 49,65%.

Komponen ini mengalami 0,75 poin jika

dan pada tahun 2020 meningkat menjadi

kenaikan sebesar
dibandingkan tahun 2019. Komponen perempuan sebagai tenaga
professional di Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan
nasional yaitu sebesar 48,76%.

. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2019 sebesar

35,68% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 35,81%.
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Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin jika
dibandingkan tahun 2019. Komponen Sumbangan pendapatan
perempuan di Jawa Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan
nasional yaitu sebesar 37,26%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa
adanya peningkatan kinerja pada 2 (dua) komponen IDG. Namun
demikian capaian IDG nya turun.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing Kab/Kota bervariasi
bahkan banyak Kab/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingka
provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat komulatif dari Kab/Kota.

Sehingga capaian Kabkota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya
Tahun 2020

Keterlibatan Perempuan Sumbangan
Kab/Kota Perempuan di CELELETRELELE] Pendapatan
Parlemen
1 Pacitan 13,33 50,20 39,92 68,64
2 Ponorogo 13,33 50,89 35,62 67,48
3 Trenggalek 11,11 56,12 37,74 66,11
4 Tulungagung 12,00 57,83 38,45 65,84
5 Blitar 24,00 50,83 40,33 80,32
6 Kediri 22,00 53,14 31,66 72,17
7 Malang 14,00 50,75 36,98 69,54
8 Lumajang 16,00 48,94 23,66 58,91
9 Jember 16,00 46,52 30,78 65,61
10 Banyuwangi 26,00 49,09 31,00 74,41
11 Bondowoso 11,11 47,50 37,60 65,06
12 Situbondo 28,89 50,82 27,85 72,80
13 Probolinggo 26,00 47,74 25,59 68,69
14 Pasuruan 12,00 52,57 34,92 65,99
15 Sidoarjo 16,00 51,61 29,64 67,20
16 Mojokerto 28,00 48,95 35,06 79,87
17 | Jombang 28,00 52,75 27,87 73,42
18 Nganjuk 26,00 46,16 26,07 69,90
19 Madiun 22,22 57,93 30,65 69,53
20 Magetan 11,11 51,79 38,73 66,68
21 Ngawi 25,00 46,07 32,06 72,88
22 Bojonegoro 10,00 48,86 26,34 55,77
23 | Tuban 14,00 53,65 30,77 64,00
24 Lamongan 24,00 45,44 33,62 73,93
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Keterlibatan Perempuan Sumbangan
Kab/Kota Perempuan di CELELETRELELE] Pendapatan
Parlemen (%) Profesional (%) Perempuan (%)

25  Gresik 12,00 42,85 31,58 63,29
26 Bangkalan 8,00 38,05 35,67 58,54
27 Sampang 6,67 41,94 31,34 55,91
28 Pamekasan 4,44 37,21 33,87 53,01
29 Sumenep 8,00 33,93 36,67 58,22
30 Kota Kediri 36,67 48,07 35,85 84,38
31 Kota Blitar 12,00 50,46 38,74 68,35
32 Kota Malang 26,67 52,84 34,40 78,06
33 Kota Probolinggo 13,33 45,64 31,40 65,92
34 Kota Pasuruan 3,33 44,53 31,86 54,58
85 Kota Mojokerto 32,00 57,89 37,13 81,99
36 Kota Madiun 23,33 52,54 38,09 77,18
37 Kota Surabaya 32,00 53,24 35,88 82,86
38 Kota Batu 16,67 47,59 30,57 68,91

Jawa Timur 18,33 49,65 35,81 73,03

Indonesia 21,09 48,76 37,26 75,57

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja
sampai dengan Akhir Periode RENSTRA
No. Tujuan Indikator Target Akhir | Realisasi Tingkat
Kinerja Renstra Kemajuan

1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Indeks 72,17 73,03* 101,19%

Pemberdayaan Pemberdayaan

Perempuan Gender (IDG)

Jika capaian IDG tahun 2020 sebesar 73,03 dibandingkan dengan

target akhir Renstra sebesar 74,24, maka tingkat kemajuannya sebesar

101,19%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020
dengan Standar Nasional

Dinas Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa | Nasional
Timur

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Indeks 73,03 75,57 - 2,54
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)
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Pada Tahun 2020, angka IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 73,03
lebih rendah 2,54 poin dari angka IDG Nasional sebesar 75,57. Hal ini
dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen,
dimana Provinsi Jawa Timur sebesar 18,33% lebih rendah 2,76 poin
dari Nasional yaitu sebesar 21,09%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya
yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif),
perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring
lembaga masyakarat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat
dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan.
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Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender,
Perlindungan Perempuan dan Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur melalui
indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Indeks
Perlindungan Anak (IPA).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. Sasaran Indikator Tahun 2021
Strategis Kinerja
Target | Realisasi | % Capaian
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Kualitas 1. Indeks 0,94 0,97 103,19
Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan
Perlindungan Perempuan Gender (PUG)
dan Anak
2. Indeks 71,80 72,25 100,62
Perlindungan Anak
(IPA)

Catatan : *) Realisasi IPA tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Capaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,94 dan realisasinya sebesar 0,97
tingkat capaian sebesar 103,19%. Indeks Pengarusutamaan Gender
(PUG) disusun berdasarkan pelaksanaan 7 (tujuh) Prasyarat PUG yang
dicapai Provinsi Jawa Timur. Hasil penilaian Anugrah Parahita Ekapraya
Jawa Timur mendapatkan Kategori tertinggi yaitu Kategori Mentor,
penghargaan ini juga dinilai dari 7 (tujuh) Prasyarat PUG, yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :
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a. Komitmen. Jatim telah menunjukkan komitmen terhadad
pembangunan responsive gender melalui regulasi Perda No 9
Tahun 2019 tentang PUG dan Pergub NO 39 Tahun 2020 tentang
Penjelasan Perda No 9 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa
Jatim berkomitmen.

b. Kebijakan. RPJMD Tahun 2019-2024 Jawa Timur juga
menunjukkan bahwa RPIMD tersebut adalah responsive gender
karena salah satu strategi pembangunannya  adalah
Pengarusutamaan Gender (PUG). Demikian juga Renstra perangkat
daerah telah mengikuti RPJMD tersebut.

c. Kelembagaan. Telah terbentuk kelembagaan PUG di Jawa Timur
yaitu Pokja PUG Jatim, Tim Penggerak PUG Jatim, Tim Teknis dan
Focal Point PUG yang ada paka masing-masing perangkat daerah.

d. Sumber Daya. Sudah 100% dan semua Kab/Kota di Jatim telah
dilatih tentang PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dan Jatim juga telah mempunya fasilitator PUG
sebanyak 15 orang dan 76 fasilitator PUG Kabkota (masing-masing
Kab/Kota 2 orang.

e. Sistem Informasi dan Data Terpilah. Tahun 2020 Jawa Timur
telah membuat sistem aplikasi data terpilah untuk memuat data
gender dan anak perangkat daerah. Applikasi ini belum tuntas
karena masih ingin di integrasikan dengan Satu Data Provinsi Jawa
Timur. Selain itu telah tersusun buku saku data terpilah Tahun
2020.
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f.  Alat Analisis Gender. Jawa Timur melaksanakan PPRG dengan
menggunakan alat analisia Gender Analysis Pathway (GAB) ;
Gender Budget Statemen (GBS) dan Term Of Reference (TOR)
sebagai alat analisis yang telah disepakati baik Provinsi Jawa Timur
dan Kab kota. Dengan menggunakan alat analisia tersebut Jawa
Timur Tahun 2020 mempunyai persentase anggaran responsive
gender sebanyak Rp 4,440,552,954,532 atau 37 % dari anggaran
Pembangunan dan yang tidak menggunakan alat analisis tersebut
sebesar 2,870,584,807,460 atau 24 % dari anggaran
Pembangunan. Tahun 2020 juga telah dikembangkan aplikasi PPRG
untuk memudahkan penyusunan PPRG bagi Kab/Kota.

g. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi yang telah dibangun Jawa
Timur Bersama Lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan
tinggi serta media massa telah diupayakan melalui program-
program pemberdayaan perempuan, salah satu conotohnya adalah
Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak (PUSPA) selain itu
juga telah adalanya MoU dalam mendukung Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Perempuan & Anak dengan 7
Lemabaga Masyarakat. Demikian juga Jawa Timur sudah
membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA) yang akan beroperasi pada Tahun 2022. Dan
masih banyak lagi kegiatan jejaring atau partisipasi masyarakat

dalam PPA yang telah dilaksanakan di Jawa Timur.
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Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun

2021 ditargetkan sebesar 71,80 dan terealisasi sebesar 72,25*, dengan

tingkat capaian sebesar 100,62%. Indeks Perlindungan Anak dihitung

27 Indikator, dimana :

5 indikator dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

4 indikator dari Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif

8 indikator dari Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

5 indikator dari Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,

dan Kegiatan Budaya

5 indikator dari Klaster V Perlindungan Khusus

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja
Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya 1. Indeks 0,94 - 0,94 0,97
Kualitas Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender (PUG)
Gender,
Perlindungan 2. Indeks Perlindungan 71,80 71,80 72,25 72,25%
Perempuan Anak (IPA)
dan Anak

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2021

sebesar 0,97, lebih tinggi 0,03 poin jika dibandingkan dengan Tahun

2020 sebesar 0,94.
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Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2021 sebesar
72,25*. Data realisasi Tahun 2021 masih menggunakan data IPA Tahun
2020 yang bersumber dari Kementerian PPPA RI, dikarenakan data
Tahun 2021 masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan
pada akhir tahun 2022. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun
2020 sebesar 72,25, lebih tinggi 0,45 poin jika dibandingkan dengan
Tahun 2019 sebesar 71,80.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Kualitas 1. Indeks 0,97 0,97 100%
Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan
Perlindungan Perempuan Gender (PUG)
dan Anak
2. Indeks 71,90 72,25* 100,48%
Perlindungan Anak
(IPA)

Capaian Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021
sebesar 0,97 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,97,
sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2021 sebesar
72,25* dibandingkan dengan target akhir Renstra sebsar 71,90, sudah

melebihi target atau tingkat kemajuannya sebesar 100,48%.
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Standar Nasional

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa | Nasional
Timur

1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya 1. Indeks 0,97

Kualitas Pengarusutamaan

Kesetaraan Gender (PUG)

Gender,

Perlindungan 2. Indeks 72,25% 66,89%

Perempuan  dan Perlindungan Anak

Anak (IPA)

Catatan : *) Realisasi IPA tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Pencapaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

pada tahun 2021 tidak lepas dari komitmen Provinsi Jawa Timur dalam

mengimplementasikan 7 (tujuh) Prasyarat Gender di Jawa Timur. Pada

tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mendapat

ANUGERAH PARAHITA

EKAPRAYA dengan predikat MENTOR. Sedangkan seluruh Kab/Kota di
Jawa Timur juga mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan
berbagai predikat.
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PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2020
MENDAPAT PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
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Grafik Indeks Perlindungan Anak Tahun 2018-2020
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Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2018, 2019, dan
2020 Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan kenaikan setiap
tahunnya. IPA Provinsi Jawa Timur berada di atas IPA Nasional.
Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pada Tahun
2021 Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi
Layak Anak (Provila). Sedangkan seluruh Kab/Kota di Jawa Timur
mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak (KLA).
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PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2021
MENDAPAT PENGHARGAAN SEBAGAI PROVILA (PROVINSI LAYAK ANAK)

Dari 38 kab/kota terdapat 12
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Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan
[
N Sasaran . L Yo
o Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya 1. Indeks Rp. 5.268.772.205,- 17,66
Kualitas Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender (PUG)
Gender,
Perlindungan 2. Indeks Rp. 3.097.466.124,- 10,38
Perempuan dan Perlindungan Anak
Anak (IPA)

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh
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anggaran sebesar Rp. 8.366.238.329,- atau 28,04% dari Belanja
Daerah.
Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target . Car Alol R Car
(Rp) (Rp)
Sasaran1: 1. Indeks 0,94 0,97 103,19 5.268.772.205 | 5.064.431.039 96,12
Meningkatnya Pengaru
Kualitas sutamaa
Kesetaraan n
Gender, Gender
Perlindungan (PUG)
Perempuan
dan Anak
2. Indeks 71,80 72,25* 100,62 3.097.466.124 2.893.280.032 93,40%
Perlindu
ngan
Anak
(IPA)
Total 203,81 189,52
Rata-Rata 101,90 94,76

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender,

Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh 6 Program yaitu :

o v hr W N =

Pada

Sasaran

Program Perlindungan Perempuan

Program Pemenuhan Hak Anak

Meningkatnya

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Perlindungan Khusus Anak

Kualitas

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kesetaraan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Gender,

Perlindungan Perempuan dan Anak, perbandingan antara capaian kinerja

sebesar 101,90% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,76%,

menunjukkan terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,14%.
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Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui 1

(satu) indikator, yaitu : Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil

Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2021
Strategis Kinerja
Target | Realisasi | % Capaian
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan

Persentase
Lembaga yang
memanfaatkan
Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

100%

100%

100

Capaian Indikator Persentase Lembaga yang Memanfaatkan

Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021

ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, tingkat

capaian sebesar 100%.

Setiap Tahun, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyusun Profil

Kependudukan Jawa Timur, dan telah didistribusikan dan dimanfaatkan

oleh 54 (lima puluh empat) OPD di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan

OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Provinsi Jawa

Timur ada 11 (sebelas) OPD, dimana 8 (delapan) OPD diantaranya telah

mendapat User ID, sedangkan 4 (tiga) OPD masih dalam proses

pengajuan persetujuan User ID ke Ditjen Dukcapil untuk mengakses
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dan memanfaatkan data kependudukan. Daftar 8 (delapan) OPD yang
telah memanfaatkan dan mengakses data kependudukan di tingkat
Provinsi dan mendapat User ID, antara lain :

Biro Administrasi Kesra.

Dinas Kominfo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

RSUD Dr. Saiful Anwar

RSUD Soedono Madiun

Disnakertans.

Dinas Koperasi dan UMKM

Bappenda

©® N ok w N

Sedangkan daftar 3 (tiga) OPD yang sedang dalam proses pengajuan
persetujuan User ID ke Ditjen Dukcapil untuk mengakses dan
memanfaatkan data kependudukan, antara lain :
1. Pelayanan UPT RS Mata masyarakat (dibawah Dinkes)
2. RSJ Menur
3. Dinas Sosial.
Untuk Kab/Kota yang sudah melakukan Pelayanan On-line se Jawa
Timur sebanyak :

- Melalui Whatsapps ( WA ') : 38 Kab/Kota

- Melalui Website : 22 Kab/Kota

- Melalui Smartphone : 7 Kab/Kota
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja
Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Persentase 100% - 100% 100%
Pengelolaan Lembaga
Administrasi yang
Kependudukan memanfaatk
an Profil
Kependuduk
an Provinsi
Jawa Timur

Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 100% sama dengan Tahun
2020 sebesar 100%.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Pengelolaan Persentase 100% 100% 100%
Administrasi Lembaga yang
Kependudukan memanfaatkan
Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

Capaian Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil
Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 100%,
dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, sudah
mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.
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Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%
Sasaran . L
No Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya Persentase Lembaga Rp. 3.106.062.222,- 10,41
Pengelolaan yang memanfaatkan
Administrasi Profil
Kependudukan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur
Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi  Kependudukan didukung oleh anggaran sebesar
Rp. 3.106.062.222,- atau 10,41% dari Belanja Daerah.
Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target Realisasi | Capaian Alokasi Realisasi Capaian
(Rp) (Rp)
Sasaran 2 : Persent 100% 100% 100% | 3.106.062.222 | 3.099.724.001 | 99,79%
Meningkatnya ase
Pengelolaan Lembag
Administrasi ayang
Kependudukan memanf
aatkan
Profil
Kepend
udukan
Provinsi
Jawa
Timur
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi

Kependudukan didukung oleh 4 (empat) Program yaitu

4. Program Pendaftaran Penduduk

5. Program Pencatatan Sipil

6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7

Program Pengelolaan Profil Kependudukan
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Pada  Sasaran Meningkatnya Pengelolaan  Administrasi
Kependudukan, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100%,
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,79%, menunjukkan

adanya efisiensi anggaran sebesar 0,21%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur melalui 1
(satu) indikator yaitu : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
per WUS usia 15-49 Tahun.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2021
Strategis Kinerja
Target | Realisasi | % Capaian

1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Angka Kelahiran 1,91 2,21 84,29

Pengendalian Penduduk Total (Total Fertility

dan Kesejahteraan Rate / TFR) per

Keluarga WUS usia 15-49

Tahun

Catatan : *) Realisasi TFR tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility
Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2021
ditargetkan sebesar 1,91 dan realisasinya sebesar 2,21, tingkat capaian
sebesar 84,29%. Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata
yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa

reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada
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saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita

selama masa usia suburnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja
Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Angka 1,91 2,22 2,29 2,21
Pengendalian Kelahiran Total
Penduduk dan (Total Fertility
Kesejahteraan Rate / TFR) per
Keluarga WUS usia 15-49
Tahun

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS
usia 15-49 Tahun Tahun 2021 sebesar 2,21 lebih rendah 0,08 poin
jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 2,29. Indikator ini
penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah
penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR
sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh
negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang
anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Salah satu penyebab Kenaikan TFR jika dibandingkan tahun 2019
Situasi pandemi covid-19 membuat pasangan usia subur mengalami
keterbatasan akses ke fasilitas Kesehatan. Keterbatasan tersebut dapat
berasal dari kekhawatiran akan tertular covid-19 maupun jadwal
pelayanan KB yang ada di faskes tidak sesering pada saat sebelum
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pandemi. Hal ini berakibat pada menurunnya kunjungan pasangan usia
subur ke faskes untuk mendapatkan pelayanan KB. Keterbatasan akses
tersebut terjadi pada semua metode pelayanan, sehingga berdampak
pada naiknya TFR yang sudah diprediksi sejak awal pandemi.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020
dengan Standar Nasional

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa | Nasional
Timur

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Angka Kelahiran 2,29 2,45 + 0,16
Pengendalian Total (Total Fertility
Penduduk dan Rate / TFR) per
Kesejahteraan WUS usia 15-49
Keluarga Tahun

Pada Tahun 2020, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur sebesar 2,29 lebih
rendah 0,16 poin dari angka Angka Kelahiran Total (Total Fertility
Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Nasional sebesar 2,45. Indikator
TFR adalah indikator dengan tingkat realisasi negatif, sehingga setiap
tahun diharapkan realisasinya semakin kecil. Angka Kelahiran Total
(Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa

Timur lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.
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Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

Pengendalian Penduduk
dan Kesejahteraan
Keluarga

Total (Total Fertility
Rate / TFR) per
WUS usia 15-49
Tahun

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Angka Kelahiran 1,83 2,21 79,23%

Capaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS

usia 15-49 Tahun pada tahun 2021 sebesar 2,21, dibandingkan dengan

target akhir Renstra sebesar 1,83, sudah mencapai target atau tingkat
kemajuannya sebesar 79,23%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%
Sasaran . L

No Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya Angka Kelahiran Rp. 1.023.231.025,- 3,43

Pengendalian Total (Total

Penduduk dan Fertility Rate /

Kesejahteraan TFR) per WUS usia

Keluarga 15-49 Tahun

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian

Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh anggaran sebesar
Rp. 1.023.231.025,- atau 3,43% dari Belanja Daerah.
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Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target Realisasi | Capaian Alokasi Realisasi Capaian
(Rp) (Rp)
Sasaran 3 : Angka 1,91 2,21 84,29 1.023.231.025 1.009.659.950 98,67%
Meningkatnya Kelahiran %
Pengendalian Total (Total
Penduduk dan Fertility
Kesejahteraan Rate / TFR)
Keluarga per WUS
usia 15-49
Tahun
Pada Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan

Kesejahteraan Keluarga, perbandingan antara capaian kinerja sebesar

84,29%

dengan

capaian

realisasi

anggaran

sebesar

menunjukkan adanya inefisiensi anggaran sebesar 14,38%.

98,67%,

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan

Kesejahteraan Keluarga didukung oleh 3 Program yaitu

1. Program Pengendalian Penduduk

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
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Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 1

(satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2021
Strategis Kinerja — .
Target | Realisasi | % Capaian
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,23 82,16 99,91
Akuntabilitas Kinerja Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun

2021 ditargetkan sebesar 82,23 dan realisasinya sebesar 82,16, tingkat

capaian sebesar 99,91%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3AK

Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82,16 atau predikat A. Penilaian

tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta

kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian indikator ini

dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

1.
2.
3.
4.

Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja
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5. Pencapaian Kinerja

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021

ditargetkan sebesar 82,23 dan realisasinya sebesar 82,16, tingkat

capaian sebesar 99,91%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja
Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,23 81,30 82,15 82,16
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja SAKIP
Perangkat
Daerah

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 82,16,

lebih tinggi 0,01 poin dari tahun 2020 sebesar 82,15. Peningkatan
capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Pencapaian
Kinerja dimana pada tahun 2021 sebesar 17,25 meningkat 2,87 poin
jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 14,38.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA
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Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,47 82,16 99,62%
Akuntabilitas Kinerja Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
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Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021 sebesar

82,16 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,47, belum

mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 99,62%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

o,
No Sasaran Indikator Anggaran Angg/:lran
Strategis Kinerja
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Rp. 17.333.754.113,- 58,10
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja SAKIP
Perangkat
Daerah

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17.333.754.113,- atau
58,10% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target Realisasi | Capaian Alokasi Realisasi Capaian
(Rp) (Rp)
Sasaran 4 : Nilai 82,23 82,16 99,91 |17.333.754.113 [16.289.555.382 93,98
Meningkatnya Evaluasi
Akuntabilitas Implementa
Kinerja si SAKIP
Perangkat
Daerah

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah didukung oleh 1 (satu) Program vyaitu Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 99,91%
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dengan capaian

realisasi anggaran sebesar 93,98%,

adanya efisiensi anggaran sebesar 5,93%.

B. REALISASI ANGGARAN

menunjukkan

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

BELANJA DAERAH

29.829.285.689,-

28.356.650.404,00

95,06%

Program Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

2.660.286.705,-

2.638.424.524,00

99,18%

Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Provinsi

1.079.531.478,-

1.078.040.350,00

99,86%

1.1

Koordinasi dan SInkronisasi
Pelaksanaan PUG Kewenangan
Provinsi

532.849.890.-

532.493.900,00

99,93%

1.2

Koordinasi dan SInkronisasi
Pelaksanaan PUG Kewenangan
Provinsi

206.382.588,-

205.936.850,00

99,78%

1.3

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

173.590.000,-

173.376.150,00

99,88%

1.4

Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG Kewenangan Provinsi

166.709.000,-

166.233.450,00

99,71%

Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Provinsi

1.540.330.227,-

1.520.789.174,00

98,73%

2.1

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang
POIitik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

626.680.600,-

618.244.037,00

98,65%

2.2

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Soasial, dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

913.649.627,-

902.545.137,00

98,78%
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Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

40.425.000,-

39.595.000,00

97,95%

3.1

Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Provinsi

40.425.000,-

39.595.000,00

97,95%

II

Program Perlindungan
Perempuan

2.062.611.500,-

1.882.885.235,00

91,29%

Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan yang melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

279.081.000,-

276.645.570,00

99,13%

4.1

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Penceghan
Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi

212.981.000,-

211.747.770,00

99,42%

4.2

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

66.100.000,-

64.897.800,00

98,18%

Penyedia Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten / Kota

1.334.280.500,-

1.173.127.800,00

87,92%

5.1

Penyedian Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan
Korban Kekerasan Tingkat
Daerah Provinsi dan LIntas
Daerah Kabupaten / Kota

1.105.875.000,-

1.105.875.000,00

100,00%

5.2

Koordinasi dan SInkronisasi
Pelaksanaan Penyedia Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

228.405.500,-

67.252.800,00

29,44%

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

449.250.000,-

433.111.865,00

96,41%

6.1

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penangan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

282.700.000,-

272.276.665,00

96,31%

Laporan Kinerja nstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

Dinas Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

az




No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

6.2

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
LayananPerlindungan
Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

166.550.000,-

160.835.200,00

96,57%

III1

Program Peningkatan
Kualitas Keluarga

28.842.000,-

28.657.500,00

99,36%

Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

28.842.000,-

28.657.500,00

99,36%

7.1

Pelaksanaan KOmunikasi,
Informasi, Edukasi KG dan
Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Provinsi

28.842.000,-

28.657.500,00

99,36%

v

Progam Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak

517.032.000,-

514.463.780,00

99,50%

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan di Tingkat Daerah
Provinsi

517.032.000,-

514.463.780,00

99,50%

8.1

Penyedia Data Gender dan Anak
Provinsi

115.760.000,-

115.390.000,00

99,68%

8.2

Penyajian dan Pemanfaatan
Dara Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Provinsi

401.272.000,-

399.073.780,00

99,45%

Program Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

1.701.923.693,-

1.654.730.393,00

97,23%

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

904.793.412,-

888.809.940,00

98,23%

9.1

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan dan
Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

720.281.524,-

716.144.290,00

99,43%

9.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Provinsi

184.511.888,-

172.665.650,00

93,58%

10.

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga PEnyedia LAyanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

797.130.281,-

765.920.453,00

96,08%
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10.1

Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

351.936.363,-

329.403.528,00

93,60%

10.2

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

445.193.918,-

436.516.925,00

98,05%

VI

Program Perlindungan
Khusus Anak

1.395.542.431,-

1.238.549.639,00

88,75%

11.

Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten / Kota

479.751.931,-

469.959.804,00

97,96%

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Provinsi

251.039.931,-

242.591.650,00

96,63%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Provinsi

228.712.000,-

227.368.154,00

99,41%

12.

Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah

612.085.500,-

472.975.885,00

77,27%

Koordinasi dan SInkronisasi
Pelaksanaan dan Pendampingan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

228.405.500,-

93.676.305,00

41,01%

Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Edukasi Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

383.680.000,-

379.299.580,00

98,86%

13.

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten / Kota

303.705.000,-

295.613.950,00

97,34%

13.1

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas SUmber
Daya Lembaga Penyedia

303.705.000,-

295.613.950,00

97,34%
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Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

VII

Program Pendaftaran
Penduduk

944.950.500,-

943.198.328,00

99,81%

14.

Pelayanan Pendaftaran
Kependudukan

488.618.000,-

487.296.889,00

99,73%

14.1

Penetapan Kebijakan Teknis di
Bidang Pendaftaran Penduduk
Berdasarkan Kebijakan Nasional

98.756.000,-

98.756.000,00

100,00%

14.2

Penataan Tata Kelola
Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk Skala Provinsi

273.042.000,-

271.849.576,00

99,56%

14.3

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Adminduk terkait
Pendaftaran Penduduk

116.820.000,-

116.691.313,00

99,89%

15.

Penyelenggaraan Pendaftaran
Kependudukan

456.332.500,-

455.901.439,00

99,91%

Fasilitasi Terkait Pendaftaran
Kependudukan

265.215.000,-

265.068.100,00

99,94%

Sosialisasi Terkait Pendaftaran
Penduduk

191.117.500,-

190.833.339,-

99,85%

Program Pencatatan Sipil

851.907.500,-

849.230.051,00

99,69%

Pelayanan Pencatatan Sipil

213.370.000,-

211.712.400,00

99,22%

16.1

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Adminduk terkait
Pencatatan Sipil

213.370.000,-

211.712.400,00

99,22%

17.

Penyelenggaraan Pencatatan
Sipil di Provinsi

638.537.500,-

637.517.651,00

99,84%

17.1

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

132.150.000,-

131.923.000,00

99,83%

17.2

Sosialisasi terkait Pencatatan
Sipil

506.387.500,-

505.594.651,00

99,84%

IX

Program Pengelolaan
Informasi Administrasi

1.061.017.500,-

1.059.493.500,00

99,86%
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Kependudukan

18.

Penataan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

238.360.000,-

238.305.100,00

99,98%

18.1

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

103.940.000,-

103.940.000,00

100,00%

18.2

Penyusunan Tata Cara
Pengelolaan Data Kependudukan
yang Bersifat Data
Perseorangan, Data Agregat dan
Data Pribadi di Provinsi dan
Kabupaten / Kota

134.420.000,-

134.365.100,00

99,96%

19.

Penyelenggaraan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan Provinsi

521.408.000,-

520.901.300,00

99,00%

19.1

Fasilitasi terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

216.350.000,-

216.235.000,00

99,95%

19.2

Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Kepada Pemangku
Kepentingan dan Masyarakat

305.058.000,-

304.666.300,00

99,87%

20.

Pembinaan dan Pengawasan
terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Provinsi

301.249.500,-

300.287.100,-

99,68%

20.1

Pembinaan dan Pengawasan
terkait Pengelolaan Informasi
Kependudukan

301.249.500,-

300.287.100,00

99,68%

Program Pengelolaan Profil
Kependudukan

248.186.722,-

247.802.122,00

99,85%

21.

Penyediaan Profil Kependudukan

248.186.722,-

247.802.122,00

99,85%

21.1

Penyedia Data Kependudukan
Provinsi

97.445.500,-

97.445.500,00

100,00%

21.2

Penyusun Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan Serta Kebutuhan
yang lain

150.741.222,-

150.356.622,00

99,74%
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XI

Program Pengendalian
Penduduk

499.000.000,-

486.031.00,00

97,40%

22.

Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas
Penduduk

499.000.000,-

486.031.000,00

97,40%

22.1

Penyerasian Kebijakan
Pembangunan Daerah Provinsi
terhadap Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)

31.100.000,-

30.992.650,00

99,65%

22.2

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

467.900.000,-

455.038.350,00

97,25%

XII

Program Pembinaan
Keluarga Berencana (KB)

200.500.000,-

200.160.850,00

99,83%

23.

Pengembangan Desain Program,
Pengelolaan dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

200.500.000,-

200.160.850,00

99,83%

23.1

Pengembangan dan Penyediaan
Materi dan Sarana Promosi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

200.500.000,-

200.160.850,00

99,83%

XIII

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

323.731.025,-

323.468.100,00

99,92%

24.

Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Provinsi dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

323.731.025,-

323.468.100,00

99,92%

24.1

Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Organisasi Kemasyarakatan
dalam Pengelolaan
Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan

323.731.025,-

323.468.100,00

99,92%
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Keluarga Melalui Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga
Labsia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga

X1V

Program Penunjangan
Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi

17.333.154.113,-

16.289.555.382,00

93,98%

25.

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

348.129.115,-

347.174.640,00

99,73%

25.1

Penyusun Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

297.464.000,-

297.300.140,00

99,94%

25.2

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD

3.772.000,-

3.535.000,00

93,72%

25.3

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA- SKPD

3.580.000,-

3.578.250,00

99,95%

25.4

Koordinasi dan Penyusunan
DPA- SKPD

3.580.000,-

3.570.000,00

99,72%

25.5

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

5.813.115,-

5.727.250,00

98,52%

25.6

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.108.000,-

29.660.000,00

98,51%

25.7

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

3.812.000,-

3.804.000,00

99,79%

26.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

14.495.757.036,-

13.577.432.670,00

93,66%

26.1

Penyedia Gaji dan Tunjangan
ASN

13.779.327.000,-

12.873.970.435,00

93,43%

26.2

Penyedia Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

497.293.000,-

484.705.000,00

97,47%

26.3

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/ Verifikasi Keuangan
SKPD

187.482.036,-

187.152.085,00

99,82%

26.4

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

9.935.000,-

9.935.000,00

100,00%

26.5

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

5.280.000,-

5.230.150,00

99,06%
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No Uraian Anggaran Realisasi %
Pengelolaan dan Penyiapan ) o

26.6 Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.860.000, 4.860.000,00 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan

26.7 Laporan Keuangan Bulanan/ 9.500.000,- 9.500.000,00 100,00%
Triwulan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan

26.8 | Analisis Prognosis Realisasi 2.080.000,- 2.080.000,00 100,00%
Anggaran

27, | Administrasi Kepegawaian 257.015.000,- 246.195.200,00 |  95,79%
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas ) o

27.1 Beserta Atribut Kelengkapannya 47.300.000, 47.300.000,00 100,00%

27.2 | Koordinasi dan Pelaksanaan 33.600.000, 33.600.000,00 | 100,00%
Sistem Informasi Kepegawaian

27.3 | Monitoring, Evaluasi, dan 176.115.000, 165.295.200,00 |  93,86%
Penilaian Kinerja Pegawai

28, | Administrasi Umum Perangkat 701.958.148, - 679.511.784,00 |  96,80%
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi

28.1 Listrik/ Penerangan Bangunan 19.997.842,- 19.849.500,00 99,26%
Kantor

2.2 | Penvediaan Peralatan dan 302.739.172,- 292.343.450,00 |  96,57%
Perlengkapan Kantor

28.3 | Penyediaan Peralatan Rumah 1.331.416,- 1.328.000,00 |  99,74%
Tangga

28.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan 88.826.956,- 88.573.700,00 |  99,71%
Penggandaan

28.5 Penyediaan Bahan/ Material 6.060.696,- 6.016.680,00 99,27%

28.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.386.066,- 9.581.600,00 77,36%
Penyelenggaraan Rapat R o

28.7 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 270.616.000, 261.818.854,00 96,75%

29. | Penyediaan Jasa Penunjang 950.084.060, - 864.322.013,00 |  90,97%
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, } o

29.1 Sumber Daya Air dan Listrik 388.211.898, 303.078.891,00 78,07%

29.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan 561.872.162,- 561.243.122,00 |  99,89%
Umum Kantor

30. | Pemeliharaan Barang Milik 564.310.754,- 558.419.075,00 |  98,96%
Daerah Penunjang Urusan
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Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

- 0,

30.1 Kendaraan Perorangan, Dinas 100.997.000, 96.438.900,00 95,49%
atau Kendaraan Dinas Jabatan

30,2 | Pemeliharaan Peralatan dan 100.558.700,- 100.350.500,00 |  99,79%
Mesin Lainnya

30.3 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 5.000.000,- 4.950.000,00 99,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi

30.4 | Gedung Kantor dan Bangunan 331.658.500,- 330.597.795,- 99,68%
Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi

30.5 Saranan dan Prasarana Gedung 26.096.554,- 26.081.880,00 99,94%
Kantor atau Bangunan Lainnya

31, | Fasilitasi Materi dan Komunikasi 16.500.000,- 16.500.000,00 | 100,00%
Pimpinan

31.1 | Pengelolaan Dokumentasi 16.500.000,- 16.500.00,00 | 100,00%
Pimpinan

JUMLAH BELANJA DAERAH 29.829.285.689,- 28.356.650.404,- 95,06%

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 mendapatkan

alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 29.829.285.689,-,
terealisasi sebesar Rp. 28.356.650.404,- atau 95,06%.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa

Timur dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di
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lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kembali komitmen pimpinan sebagai penggerak
implementasi akuntabilitas kinerja;

2. Melakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan
sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan output dan
outcome dengan baik dan sesuai dengan kewenangan pada
masing-masing level, yang ditindaklanjuti dengan Penysunan
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024;

3. Menyusun Cascading Kinerja dan menjaga keselarasan antara IKU
sampai dengan IKI serta menyusun penganggaran berbasis
kinerja;

4. Menyelaraskan cascading kinerja dengan peta proses bisnis;
Monitoring dan evaluasi atas Realisasi Perjanjian Kinerja yang
disusun;

6. Pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik
secara kualitas maupun kuantitas.
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BAB IV
PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan
1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.
Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran dapat
dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dapat diuraikan
sebagai berikut :

SASARAN 1 :  Meningkatnya Kualitas kesetaraan gender, perlindungan
perempuan dan anak mendapat predikat nilai Sangat
Baik, dengan rata-rata capaian sebesar 101,90%. Hal
ini terbukti dari hasil pengukuran 2 (dua) Indikator
Sasaran.

SASARAN 2 . Meningkatnya Pengelolaan administrasi kependudukan
mendapat predikat nilai Baik, dengan capaian sebesar
100%. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu)
Indikator Sasaran.

SASARAN 3 . Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraaan Keluarga dengan kategori nilai Baik,
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dengan capaian sebesar 84,29%. Hal ini terbukti dari

hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

SASARAN 4 . Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan kategori nilai Baik, dengan capaian sebesar
99,91%. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu)

indikator sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang,

DP3AK Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi,

melalui :

1.

Optimalisasi fungsi koordinasi dan fasilitasi melalui pertemuan, rapat
rutin, pelatihan dan pendampingan kepada pengambil keputusan
dan para tim pokja PUG dan focal poin PD terutama dalam menyusun
ARG dan membuat inovasi pembangunan responsif gender.

Pertemuan refreshing persamaan persepsi bagi fasilittaor PPRG Daerah
dan fasilitator PPRG Provinsi. Pada tahun 2022 dilakukan pendampingan
pengembangan DRPPA dan PPRG Desa di beberapa daerah.Memfasilitasi
pertemuan data terpilah untuk perangkat daerah tentang pentingnya data
terpilah sebagai salah satu unsur untuk mengambil kebijakan

Melakukan advokasi langung kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi dan Media Massa untuk pemahaman terkait PUG.
Memfasilitasi pertemuan data terpilah untuk perangkat daerah tentang
pentingnya data terpilah sebagai salah satu unsur untuk mengambil

kebijakan.
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5. Advokasi dan pendampingan kepada Gugus Tugas KLA Kab/Kota
untuk tetap berkomitmen dan menyiapkan seluruh Dokumen
kelengkapan dalam rangka Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA.

6. Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Forum Anak dan
Fasilitator melalui Bimtek tentang KHA.

7. Melaksanakan Sosialisasi kepada para APH dan Dinas serta Lembaga
Layanan Korban terkait Implementasi dari UU Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Advokasi dan pendampingan ke Kab/Kota untuk membentuk PATBM.
Optimalisasi dan evaluasi penggunaan aplikasi Gender dan Anak,
sehingga dapat menghasilkan Data terpilah Gender dan Anak.

10. Mengadakan pelatihan ketrampilan dan pemahaman tentang IT
(Pemberdayaan Perempuan) kepada Anggota IR (Industri Rumahan)
dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan Perempuan Korban
Kekerasan di Kabupaten/Kota.

11. Memberikan Pemahaman dalam bidang Politik, Sosial dan budaya
kepada Organisasi dan Forum Perempuan yang ada di Jawa Timur.

12. Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam
rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola
P2TP2A dalam rangka layanan korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak.

13. Mendorong Kabupaten/Kota untuk segera membentuk UPTD PPA
sebagaimana yang diamantkan dalam Permen PP PA No. 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.
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14. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor, sehingga memudahkan
dalam pengendalian kegiatan terkait pelayanan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

15. Melakukan Sosialisasi secara terus menerus terhadap Lembaga
Pemerintah dan Non Pemerintah agar memanfaatkan Data
Kependudukan sebagai basis data utama.

16. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mendukung
kegiatan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

17. Mendorong dan mengadvokasi Kab/Kota untuk melaksanakan Percepatan
terhadap Program Kegiatan KKBPK.

18. Meningkatkan media promosi dan KIE program KKBPK sesuai kearifan
budaya lokal.

19. Peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dilakukan
secara virtual melalui zoom meeting media sosial dan kegiatan lain yang
menunjang.

20. Perlu adanya inovasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi
program.
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sajikan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang
telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan

ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2022

KEPALA-GINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVIN“?I JAWA TIMUR

Dra. RESTU'NOVI WIDIANI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19661117 199103 2 008
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i FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

TUJUAN i Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
TUGAS Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
TUJUAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL REALISASI TARGET KINERJA
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Indeks IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif 73,04 73,03 70,97 71,37 71,77 72,17
Pemberdayaan Pemberdayaan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG
Perempuan Gender (IDG) difokiskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan
gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi
dan politik.

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)

Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen
IDM = Indeks pengambilan keputusan
linc-dis = Indeks distribusi pendapatan




SASARAN DEFINISI REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM PAGU INDIKATIF RENSTRA
URAIAN INDIKATOR OPEASIONAL DAN 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2021 2022 2023 2024
KINERJA FORMULA
UTAMA PERHITUNGAN
Meningkatnya | Indeks Indeks - 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 Program 4.100.712.920 | 2.614.750.000 | 2.614.750.000 | 2.614.750.000
kualitas Pengarusutam Pengarusutamaan Pengarusutama
kesetaraan aan Gender Gender dihitung an Gender dan
gender, berdasarkan pencapaian Pemberdayaan
perlindungan terhadap 7 Prasyarat Perempuan
lperempuan Gender
dan anak
Program 1.994.205.500 487.000.000 487.000.000 487.000.000
Perlindungan
Perempuan
Program 108.629.000 125.250.000 125.250.000 125.250.000
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
Program 606.804.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000
Pengelolaan
Sistem Data
Gender dan
Anak
Indeks IPA merupakan 71,80 72,25 71,80 71,80 71,85 71,90 Program 1.662.588.709 | 1.180.000.000 | 1.180.000.000 | 1.180.000.000
Perlindungan presentasi dari capaian Pemenuhan
Anak pembangunan Hak Anak
(PHA)

perlindungan anak

Indonesia yang memuat

Klaster I-V, yaitu :

- Klaster I Hak Sipil
dan Kebebasan

- Klaster II Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

- Klaster III Kesehatan
Dasar dan
Kesejahteraan

- Klaster IV Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu
Luang, dan Kegiatan
Budaya

- Klaster vV
Perlindungan Khusus




SASARAN DEFINISI REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM PAGU INDIKATIF RENSTRA
URAIAN INDIKATOR OPEASIONAL DAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
KINERJA FORMULA
UTAMA PERHITUNGAN
IFA Z[W, x Indeks K}
Program 1.098.535.431 689.000.000 689.000.000 689.000.000
Perlindungan
Khusus Anak
eningkatnya Persentase Jurplah PD Prov 100% 100% 100% 100% 100% Program 977.600.991 510.000.000 510.000.000 510.000.000
pengelolaan Iembaga yang Jatim yang memanfaatkan Pendaftaran
ladministrasi memanfaatkan E:gcl J';E[;fndUdUkan Penduduk
kependuduka Profil x100%
n Kependudukan | Jumlah PD Prov Jatim
Provinsi Jawa Program 851.907.500 0 0 0
Timur Pencatatan sipil
Program 1.156.457.734 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Program 420.629.555 420.000.000 420.000.000 420.000.000
Pengelolaan
profil
Kependudukan
Meningkatnya | Angka Angka Kelahiran Total 2,28 2,29 1,91 1,89 1,86 1,83 | Program 642.020.000 639.105.000 639.105.000 639.105.000
pengendalian Kelahiran (TFR) adalah Rata-rata Pengendalian
penduduk Total (Total anak yang dilahirkan Penduduk
dan Fertility seorang wanita selama
Kesejahteraa Rate/TFR) per | Masa usia suburnya
h Keluarga WUS usia 15- Sebagai |n_d|kator untuk
membandingkan
49 Tahun keberhasilan antar wilayah
dalam melaksanakan
pembangunan sosial
ekonomi, menunjukkan
tingkat keberhasilan
program KB, membantu
para perencana program
pembangunan untuk
meningkatkan rata-rata
usia kawin, meningkatkan




SASARAN DEFINISI REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM PAGU INDIKATIF RENSTRA
URAIAN INDIKATOR OPEASIONAL DAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
KINERJA FORMULA
UTAMA PERHITUNGAN
program pelayanan
kesehatan yang berkaitan
dengan pelayanan ibu
hamil dan perawatan anak,
serta mengembangkan
program penurunan tingkat
kelahiran
Program 302.303.245 310.895.000 310.895.000 310.895.000
Pembinaan
Keluarga
Berencana (KB)
Program 497.636.490 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Pemberdayaan
dan
Peningkatan
Kesejahteraan
Keluarga (KS)
Meningkatnya | Nilai Evaluasi Evaluasi implementasi 81,30 82,15 82,23 82,31 82,39 82,47 | Program 30.680.717.485 | 27.852.482.000 | 28.423.889.000 | 28.828.582.000
IAkuntabilitas Implementasi SAKIP adalah untuk Penunjang
Kinerja SAKIP menilai tingkat Urusan
Perangkat akuntabilitas atau Pemerintahan
Daerah pertanggungjawaban Daerah Provinsi

atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka
terwujudnya
pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil
(result oriented
government) serta
memberikan saran
perbaikan yang
diperlukan.

Capaian indikator ini
dipengaruhi oleh 5
komponen, yaitu :

. Perencanaan Kinerja
. Pengukuran Kinerja
. Pelaporan Kinerja

. Evaluasi Kinerja
._Pencapaian Kinerja

URAWN R




PERJANIJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Jabatan :Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan  : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2021

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Plhak Kedua,

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 18661117 199103 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN
PROVINS! JAWA TIMUR

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas 1 Indeks Pengarusutamaan Gender 0,94
kesetaraan gender,
peri::\dungan perempuan dan [ |ndeks Perlindungan Anak (IPA) 71,80
anal
2 | Meningkatnya Pengelolaan 1 Persentase Lembaga yang 100%
Administrasi Kependudukan memanfaatkan Profil Kependudukan
Provinsi Jawa Timur
3 | Meningkatnya Pengendalian 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility 191
Penduduk dan Kesejahteraan Rate/TFR) per WUS usia 1549
Keluarga Tahun
4 | Meningkatnya Akuntabilitas 1 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 82,23
Kinerja Perangkat Daerah
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp 17.333.754.113,- APBD
Pemerintahan Daerah Provinsi
2 Program Pengarusutamaan Rp 2.660.286.705,- APBD
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
3 Program Perlindungan Perempuan Rp 1.775.121.000,- APBD
Rp. 287.490.500,- DAK Non Fisik
4 Program Peningkatan Kualitas Rp 28.842.000,- APBD
Keluarga
5 Program Pemenuhan Hak Anak Rp 1.701.923.693,- APBD
(PHA)
6 Program Pengelolaan Sistem Data Rp 517.032.000,- APBD
Gender Dan Anak
7 Program Perlindungan Khusus Rp 1.085.506.931,- APBD
Anak
Rp 310.035.500,-  DAK Non Fisik
8 Program Pendaftaran Penduduk Rp 371.798.000,- APBD
Rp. 573.152.500-  DAK Non Fisik




10

1"

12

13

14

Program Pencatatan Sipil

P’°9fam Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan
Kependudukan

Program Pengendalian Penduduk

Profil

Program  Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)
Program  Pemberdayaan Dan

Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)

Jumlah

. Pihak Kedua

——

P’PUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Rp 851.907.500-  DAK Non Fisik
Rp 405.189.500,- APBD

Rp 655.828.000-  DAK Non Fisik
Rp 248.186.722,- APBD

Rp 499.000.000,- APBD

Rp 200.500.000,- APBD

Rp 323.731.025 - APBD

Rp 29.829.285.689,-

Surabaya, November 2021

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

N

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Pembina Tingkat |
NIP. 19661117 199103 2 008



REKAPITULASI DATA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja Tahun Tahun
2021 Tahun | Tahun | Tahun 2021
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
I Tujuan:
Meningkatnya Indeks 70,97 73,04 73,03 73,03* 102,90%
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)
1 Meningkatnya Indek 0,94 - 0,94 0,97 103,19%
kualitas Pengarusutamaan
kesetaraan Gender (PUG)
gender,
perlindungan Indek 71,80 71,80 72,25 72,25% 100,62%
perempuan dan Perlindungan Anak
anak (IPA)
2 Meningkatnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Lembaga yang
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur
3 Meningkatnya Angka Kelahiran 1,91 2,22 2,29 2,21 84,29%
Pengendalian Total (Total
Pend_uduk dan Fertility Rate/TFR)
Kesejahteraan per WUS usia 15-
Keluarga 49 Tahun
4 | Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,23 81,30 82,15 82,16 99,91%
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja SAKIP
Perangkat

Daerah




iv.

CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPIJMD

2019-2024)

RPJMD
PERUBAHAN
PEMERINTAH

PROVINSI
JAWA TIMUR

TAHUN
2019-2024

RENSTRA
PERUBAHAN
DP3AK
PROVINSI
JAWA TIMUR
TAHUN
2019-2024



N2

N2

1 IK: Capaan Inciklorkualtas

T

li Pa'masefapmﬁmqam

rl‘rqilﬁqublmSmh
Genderdan Anak
1Kz Persentase kelembagaan daerah

r

1
nmhnrﬂaunmmmm

Keluarga
( A

Program Perindungan Perempuan
IK:  Rasio KDRT

IK : Persentase Forum Anak yang akfif
diKabf¥ota

Program Perlindungan Khusus Anak
I : Petsentase Forum Ak yang akif

dikabfota

J

IK:

1. Persentase tekupan
Kepemtiliian aicta Kelahiran
pada anakusia (-17 tafun

1. Persentase cakupan

7| hepenilhan st kematn dr

> peristiwa  kematian  yang
diaporkan

3. Persentzse cakupan
perkawinan  pada  semua.
pasangan yarg periauinanya
diaporkan

o i it
kepemikan akta perceraian
pata semua iy yang.
perceraannya diaporkan

; i.'”“ﬁ"‘_ @ ‘.""".'h"“";
IK: lumlah data yang akurat

Bersi berdasar Semester)
-~/

9

Program Pengelolaan profi
i

1Kz Jumlah lembaga yaPKS dan

h_llm
I: Persentse Kabfota yang CPR
nya lebih besar sama dengan 80
e

Program Pemberdayaan dan
Keluarga KS)
i Persentase KabfKota yang (PR
nija lebih besar sama. dengan

8%




ESELON

2
o ' =)
ESELON Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data
3 IK: Persentase Capaian Kinerja PUG Gender dan Anak
IK: F b
G Q daerah vang-rﬂspnnsifgender
Pelemb an Gender (PUG) pada Lembaga Pe
Kewel nPrcMnsl &
1K Pmnmmmhngp:n PUG _Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan
‘Anak dalam Kelembagaan Data di
T e
Program Peningkatan Kualitas IK: h D;
Keluarga mempunyai Data Terpilah ;
IK : Capaian Indikator Kualitas Jumlah Kmm
\ Keluarga ) yai sistem p
! ! dammnﬂah nenderdarl anak:
Peningkatan Kualitas Keuarga 0'
dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
1K: Jumlah PD yang melakukan
kegiatan PPRG tematik
Koordinasi  dan  sinkronisasi "\ dvok ijakan dan p i m— n
ESELON 4 ; : L PPRG e A
PUG kewenlumlah kebijakan PUG kewenangan Provinsi IK - Jumiah OPD miliki dat
Prov yang telah dihasilkan angan K : Jumlah pertemuan advokasi 7 “"’ah ﬁ;"f me Mk' ot
Provinsi. pelaksanaan  PUG  kepada SRp/RlEseterdan A
IK : Jumlah fasilitasi pertemuan il k 3 e Bata )
dalam rangka koordinasi dan pemerintahan  dan  lembaga e
sinkronisasi perumusan diluar pemerintahan f:;:ler :‘la':ata? si ctam
ﬁgﬁdﬂ’;"'?" o IK : Jumlah Indikator Data Gender
PUG-\ dan Anak yang terisi
Koordines dan " isasi T\ PPRG termasuk
o ays
Provinsi IK @ Jumiah pertemuan dalam rangka
IK : Jumlah fasilitasi Pertemuan sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim
dalam Rangka Pelaksanaan Penggerak PUG Kab/Kota se Jatim,
PUG PD  Provinsi dan Auditor, lembaga Masyarakat, Dunia
Kab/Kota Usaha dan Media
{} Pelaksanaan Komunikasi , Inrurmaslng,\
Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan advokasi  terkait
Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak dalam
Keluarga




ESELON

2
Program Pengarusutamaan hYd Program Pengarusutamaan M (@ Program Perlindungan Perempuan o
ESELON Gender dan Pemberdayaan Gender dan Pemberdayaan IK : Rasio KDRT
3 Perempuan Perempuan
IK: Persentase perempuan yang IK: Partisipasi angkatan kerja
menjadi  anggota  partai perempuan
politik -
A\ I\ J
Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Pencegahan Kekerasan terhadap
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Perempuan yang melibatkan para
pada Organisasi Kemasyarakatan pada Organisasi Kemasyarakatan Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan
e s Kewenangan Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
: ekt p;:bimvi:u IK : Jumiah peserta pertemuan IK : Cakupan perempuan kerban
pe bilan keputusan penguatan kapasitas kekerasan yang mendapatkan
p puan dalam bentuk layanan kesehatan oleh petugas
kel r terlatih di dalam unit pelayanan
Penguatan & pengembangan § . terpadu Bez
penyedia lay pemberdayaan
perempuan keeweangan provinsi
IK : Jumlah Kader Politik yang
mengikuti pembinaan G
pengambilan keputusan; @
Jumiah peserta pertemuan
penguatan kapasitas
perempuan dalam membentuk
keluarga sejahtera
- i hnls]p:;i\ ‘Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Koordinasi dan Sinkronlsasl\
“ ESELON 4 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Provinsi 1K : Jumilah peserta Kewenangan
K : Jumlah kader politik yang kapasitas perempuan dalam Provinsi
mengikuti Jumlah peserta IK: jumilah peserta kegiatan
pengambilan keputusan yang meng}ltuh’ Sosialisasi mekanisme  pelaporan  dan
ingl partisipasi P di penanganan korban kekerasan
Bidang Ekonomi sejahtera; Jumlah terhadap perempuan
Advokasi Kebijakan dan peserta  kegiata
Pendampingan Peningkatan aplikasi pemberdayaan dan Advokast Kebijakan )
Partisipasi Perempuan dalam Pollﬂk perlindungan perempuan yang Pendampingan Layanan
Hukum, Sosial, dan 101 dik b, [ Perli Paraiipitan
Kewenangan Provinsi 5 %
K+ Jumlah senat i ij dan i -—\ "E‘.“'e"a"“’“ frovinat n
perempian yang memahami peran Partisipasi P o 1K :  Jumilah dokumen kebijakan
perempuan di bidang politik; Pulitik. Hukum, Sosial, dan i
Kewenangan Provinsi G
e IK : Jumlah peserta yang mengikuti
! \ i partisipasi  perempuan  di
Informasi  dan  Edukasi  (KIE) bidang ekonomi; Jumiah peserta yang
» SDM bagi anggota
Kewenangan Pm"‘““ forum puspa Kab/Kota
1K : Jumlah Dokumen Juknis PUSPA; ; Jumlah perempuan yang mengikuti
Brosur/leaflet Decvtana kegiatan peningkatan partisipasi
R chn b perempuan  bidang  ekonomi  dan
Perempuan, Jumilah Dokumen Buku lingkungan; lumiah aplikasi pemberdayaan
Panduan SEKOPER; Buku saku dan perlindungan perempuan  yang
1 dan  Per .
P Buku 2
tentang ! !

dan Perlindungan PeremEu:n

PELAKSANA




ESELON
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( aYd =)
ESELON Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
3 IK : Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota Ik Persentase Forum Anak yang akiif di
\ J\ Kab/Kota )
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Penguatan dan Pengembanganlembaga | [0 Ak
Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan || Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Meibatkan para mu@i Umyﬁng
Provinsi P S e Prouinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1K : Jumlah Perangkat Daerah Provinsiyang Ik - Calupan Kab/Kota yang. membentuk | "¢y oo sk eorhan Kekerasan yang
mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA; el mendapatkan Layanan Pengaduan oleh
Jmmmmmmmmmsx Petugas terlatih di Dalm Unit
T Pelayanan Terpadu
5 = oy e haa)
ESELON Mnics Kaibics i Tt || Foehis S Beneliia Kl | (SR e
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga || HidupAnak Kewenangan Provinsi Pelksnzan Rebiakas, Brogyain dan Kegiitan
4 Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia || IK: lumlah Peserta Pemgamn Hari Anak T o e G
Usaha Kewenangan Provinsi nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur || yewenangan Provinsi '
Ik Jumlah fasitasi kegiatan pada Kluster Il Tahun 2021 1K : Jumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan
daniV . \ Pidana Anak (SPPA); Jumlah Peserta
Pengembangan  Komunikasi  Informasi Advokasi Sistem Periindungan Anak
Koordinasi dan  Sinkronisasi P.elembaga'ah Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi penyedia layanan peningkatan kuafitas || Koordinasi dan Sinkronisasi Peﬂwm'mn
IK: Jumiah Kabupaten/Kota yang didampingi || hidup anak kewenangan provinsi Kekerasan terhadap Anak Kewenangan

[ PELAKSANA

pada Penilaian Verifikasi Lapangan

Evaluasi KLA; Jumlah Peserta Pertemuan

Koordinasi  Pendampingan  Persiapan

Verifikasi  Lapangan  Evaluasi  KLA

Kabupaten/Kota; Jumlah Peserta Rapat

Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat
L

IK : Jumiah peserta pertemuan Forum Anak
Daerah se Jawa Timur; Jumiah peserta
Bimtek Pelatihan fasilitator  Anak

Provinsi

IK : Jumiah peserta rapat pembahasan
petunjuk teknis perlindungan anak,
Jumiah peserta penguatan kapasitas
jejaring perlindungan anak

Kahmﬂ@a‘ se Jawa Timur

Y




ESELON
|

ESELON Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Informasi Program Pengelolaan profil
3 IK: 1 il Administrasi Kependudukan Kependudukan
2 Kartu Identitas Anak(KIA) IK : Jumlah data yang akurat (Database IK: Jumlah lembaga yg PKS
Kependudukan Bersih berdasar dan memanfaatkan data
Pelavatdis Ponlatiaras Rependudokan \__ Semester) profil kependudukan Jatim )
IK: Jumlah Kab/Kota v-nqnwrimﬁm Laporan Data v
dantepat r v = =
kelahiran Kependudukan Penyediaan profil Kependudukan
1K Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan 1K : Profil Kependudukan Prov. Jatim yg
Mmu\dulmv mimmhdludm valid dan update
Key n Dokumen ndudukan KTP
er n dan y 2 Penungg ahanxsnwaistav
, Sspsndddiian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
1K kab/ yang iy '
Siinxe e IK: Jumlah  Kab/Kota yang sudah
Teknik ADB;
Program Pencatatan sipil Jumiah buku data kepem‘udum per
IK : Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak semester dan buletik kependudukan
usia 0-17 tahun; Persentase cakupan kepemllnkan akta insi
kematian dari peristiwa kematian yang 2
cakupan Cas Informasi Administrasi Kependudukan

perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya

perceraian pada semua individu yang

akta

: 1K
perceraiannya

Provinsi
Jumlah  Monitoring dan  evaluasi
Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan

yg telah

dilaporkan

BIG Data

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

Pelayanan pencatan Sipil pendudukwuéshndar

v:

8

v il 1K :

kependudukan sesuai standar

IK:

Sipil

1Kz Jumlah

/Kota

i Penyelenggar

O

~

~

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang
Sipil

O

avalucsl per!!ndlllm dan penyusunan pelaporan adminduk

IK: Jumlah Kab/Kota yang telah
kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil

IK: Jumiah Kab/Kota yang mengkuti Peningkatan SOM dan SOP
jakan Sistim Informasi  Administrasi Kependudukan

(SIAK) Terpadu diJawa Timur

O

data ke
1. Jumlah data registrasi dari Kab/Kota
2.Jumlah peserta peningkatan SDM dalam
rangka Pengembangan Penyelarasan

v Tata Cara Pengel Data yang
bersifat Data Perseorangan, data Agregat dan Data Pribadi di

IK : Jumiah peserta Pembinaan SOM penyusunan SOP, program
kerja, evaluasi  dan Data

pengelolaan  informasi  Administrasi

IK: Jumiah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan
SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa

Penataan Tata Kelola sipil )
Skala Provinsi
IK: Jumiah Kab./Kota yang telah SOP
Pelayanan Pencatatan Sipil
Tata Cara
Pemantauan,  Evaluasi, Pengendalian  dan Fasilkasi _terkait
1ap terkait
Sipil

K : Jumlsh Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pengelolaan
i

Program  Administrasi  Kependudukan se
Jawa Timur

profil Data dan
proyeksi Kependudukan Serta kebutuhan yang
lain

IK:

1.Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan
yang telah disusun

2.Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari
Kab/Kota

Soslalisasi  terkait Informasi

~>

Tionur kependudukan
IK : Jumiah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pengelolaan

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

L - Fasllitast Informasi, Edukasi kepada pemangku kepentis
Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi || ganmasyarskat “ i
Pencatatan Sipil Kab/Kota K:

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

IK: Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang IK: Jumiah Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD,
Pencatatan Sipil Kab/Kota Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah

dan Informasi

sipil

ngan terkalt Pengel

d
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah
sipil i

IK: Jumish Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data

<

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
1K: Jumiah KabJKma yang mengikuti Bimtek terkait
Pencatatan Sipil

IK: Jumlah peserta Peningkatan SDM Bimbingan Teknis
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi )

Pendayagunaan Data Kependudukan kab./kota
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& ] 3 3\
Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan
ESELON 3 IK: Persentase Kabfkota  yang  sudah IK: Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar Keluarga (KS)
Melaksanakan Program F dali sama dengan80% J| IK: Persentase Kabj/Kota yang CPR nya lebih besar sama
\ ) v 80% J
P acato Dre P m dan !
n || Edukesi () Pen ‘gendalian Pencuduk dn K o mmym?mmmmmm
e ] K _m{d‘{“m
Ik: Jumlsh KabfKota yarg suceh Mengiuti || Kesehatan Reproduisi bag Remja i Pondok || erinegreidengan Perndungan Ak
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi. Pesantren
ESELON | | Pemessin tebipln pembrgan_ooeah | nm. md:;-. S ’i'?"mf“ﬁﬁ'é?\ ooty
' :mm tettadep Keluargs IK: Jumiah mitra kerja aktf di fingkat provinsi vg-
R IMa) DREARE | Kehiugs et o diberdayakan i bidang kS

PELAKSANA

+ Jumsh peserta yang mengikuti kegiatan
munmme dan evalussi (Manev) Peningkatan
peran serta mitra kerja dalam pengembangan
Program m lumizh peserta yang nmhn

Hmmmmmnﬁﬂmw
1 Jumlah peserta yang memah i dan sarana

7

promasi, komunikesi, informasi den Edukesi (KE)

Peningkatan Kapasttas Pengelola dan Pelaksana Pusat ]

Pengendafian Penduduk, Keluarza Berencana dan Yonseling Remaia (PIK-R)
2 e Pembangunen Keluzrge sesual Kearan Buaie || i Junlah Pengelola dan Pelaksana Pusat nfomsi Konselng
—
Advokasi dan Sostalisasi GDPK {} Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi mnmarahah

IK : Jumlah peserta yang mengkuti Advokasi dan
Sosialisasi  GDPK; Jumlah peserta yang
mengikuti Advokasi tentang Sekoleh Siaga:
Kependudukan (SSK)

v

dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarza Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
W{me&mnwwl )
kapasitasryz  dalam ?whlm Fhmm Kemhmn
mwﬁnimmmmmm],mnm
Remala [BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Penngkatan
m@mmmmmmhnmm.
ke




